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	Abstract

	
	
	This study is intended to examine more closely related to productive zakat practices in LAZISMU in the perspective of Islamic law. Because the practice is seen as an alternative mechanism that is more effective in distributing zakat than conventional. This study was conducted using a descriptive-qualitative approach, the researcher attempted to probe deeper into facts related to the practice of productive zakat, and present it systematically. And this type of study is a field study, so that the acquisition of field data using interview techniques. The results of this study stated that the productive zakat practice at LAZISMU applies the qarḍul hasan system to mustahiq in the Joint Business Group (KUB) program with different amounts of capital based on priority scale. In practice these mustahiq return the amount of capital in accordance / equal to the initial amount given without interest. And when mustahiq cannot return the capital loan, then in addition to being a provider of zakat funds, LAZISMU Jepara also bears the loan.
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	Abstrak

	
	
	Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam terkait praktik zakat produktif di LAZISMU dalam perspektif hukum Islam. Sebab praktik tersebut dipandang sebagai mekanisme alternatif yang lebih efektif dalam pendistribusian zakat, dibanding konvensional. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, peneliti berupaya menelisik lebih dalam fakta terkait praktik zakat produktif tersebut, dan menyajikannya secara sistematis. Dan jenis kajian ini adalah studi lapangan, sehingga perolehan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil dari kajian ini dinyatakan praktik zakat produktif di LAZISMU menerapkan sistem qarḍul hasan kepada mustahiq dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan jumlah modal yang berbeda berdasarkan skala prioritas. Dalam praktik tersebut mustahiq mengembalikan jumlah modal itu sesuai/sama dengan jumlah awal yang diberikan tanpa adanya bunga. Dan ketika mustahiq tidak dapat mengembalikan pinjaman modal tersebut, maka selain menjadi penyedia dana zakat, LAZISMU Jepara juga menanggung pinjaman tersebut.


PENDAHULUAN

Sebagai orang Islam yang taat terhadap agamanya, maka mereka mempunyai kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya bilamana telah mencapai satu nishab dan satu tahun untuk zakat sesuai yang telah ditentukan, infaq maupun shadaqah.  Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun agama; suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan (ash-Shiddieqy, 2009, hal. 13). Kewajiban membayar zakat dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dalam al-Qur’an juga seringkali kata zakat dihubungkan bersamaan dengan kata salat, yang menegaskan adanya korelasi yang sangat erat antara ibadah salat dan zakat. Di antaranya firman Allah ialah : 
 “Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan taat kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat; itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)
Jika salat berdimensi vertikal–ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaini, 2008:1).
Dalam disiplin Hukum Islam, praktik zakat dikategorikan ke dalam bidang ibadah. Mahmud Syaltut memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah. Meskipun demikian ada pula yang memandang bahwa zakat dapat dikategorikan ke dalam muamalah.  Karakteristik bidang ibadah dalam Hukum Islam ghoiru ma’qul al-ma’na yang berarti tidak ada tempat bagi akal untuk mengubahnya dengan mencari ratio-legisnya. Sementara karakteristik bidang muamalah ma’qul ma’na  yakni menerima rasionalisasi bahkan reaktualisasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, meskipun hasilnya berubah dari aturan asalnya (Fauzi, 2009, hal. 95).
Zakat dalam Islam memiliki tujuan sebagai wujud ketakwaan dan rasa syukur kepada Tuhannya atas rezeki yang diberikan kepada hambanya serta untuk mensucikan diri dan hartanya. Dan untuk menciptakan rasa keadilan di antara pihak yang berkemampuan dan pihak yang tidak mampu serta dapat meminimalisir problematika dan kesenjangan sosial dalam perekonomian umat (Asnaini, 2008, hal. 42).
Dalam karangan Muhammad A. Al- Buraey, dijelaskan bahwasanya sistem ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas di kalangan umat Islam. Hal ini akan terwujud secara baik dalam bentuk keadilan distributif, dengan cara menggunakan piranti dan metode untuk mengalokasikan kesejahteraan di antara pribadi-pribadi di dalam masyarakat. Alat distribusi yang utama adalah otoritas politik (khilafah) yang berhak melakukan pengumpulan dan mendistribusikan zakat. Zakat memenuhi dua tujuan distributif, yaitu; pendistribusian kembali  pendapatan di antara yang memerlukan dan yang berlebih, serta adanya alokasi antara konsumsi dan investasi. Dengan cara tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan dalam diri sendiri (intra-generasi). Dengan mekanisme seperti itu, maka zakat lebih merupakan “pajak sosial” dari pada hanya sekedar ibadah biasa (al-Buraey, 1986, hal. 199).

Dalam konteks sekarang, apabila metode orang mendapatkan harta itu berkembang tentunya hal-hal yang disebut harta itu juga berkembang. Maka obyek dari zakat adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Sebagaimana pernyataan Syaltut bahwasanya :“Segala sesuatu yang dipandang sebagai harta oleh manusia di dunia ini bisa disebut harta.” (Fauzi, 2009, hal. 99)
Oleh karena itu, ketentuan tentang obyek zakat tidak bersifat final. Obyek zakat tidak hanya terbatas pada harta-harta tertentu yang disebutkan dalam al-Qur’an maupun yang ditentukan oleh Rasul, melainkan mencakup segala yang berupa atau bernilai harta yang dihasilkan dari hasil bumi, laut dan udara, hasil usaha pencarian dan profesi, investasi, surat-surat berharga (deposito, saham, obligasi), uang (di tangan atau di bank), aktiva tetap, dan lain-lainnya (Fauzi, 2009, hal. 99).

Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwasanya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dari hasil zakat, maka hal tersebut haruslah dikelola secara melembaga (official assasment) sesuai dengan syariat Islam. Misalnya suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) atau dikelola oleh swasta yakni LAZ (Lembaga Amil zakat).
 Meskipun dalam hal ini zakat dapat dikelola oleh muzakki sendiri (self assasment) selama hal ini lebih mendatangkan nilai kemaslahatan.

Dengan demikian, melihat kondisi perekonomian negara saat ini diharapkan para penerima zakat tidak hanya sebagai individu yang konsumtif yakni hanya menikmati dari hasil zakat tersebut melainkan sebagai individu yang produktif juga yaitu sebagai investasi jangka panjang dengan kata lain dapat dijadikan modal usaha dari pemberian zakat tersebut (zakat produktif). 

Di samping itu, diharapkan dari hasil zakat produktif tersebut masyarakat bisa memberikan suatu perubahan, khususnya pada diri sendiri dan orang lain. Yang sebelumnya mereka berstatus mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) menjadi orang yang memberi zakat (muzakki). 

Demi mengentaskan masalah kesenjangan hidup, keterbelakangan, kebodohan dan menghilangkan penyakit masyarakat dalam hal ini meminta-minta, maka dari itu BAZ ataupun LAZ memberikan suatu sumbangsih kepada mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas, menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk mengkaji praktik zakat produktif tersebut dalam perspektif hukum Islam, sehingga kajian ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan terkait praktik zakat produktif di LAZISMU Jepara dan tinjauannya dalam hukum Islam.

ZAKAT PRODUKTIF DAN PEREKONOMIAN UMAT

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami apabila diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk maṣdar dari fi’il maḍi zakā yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakā, berarti tumbuh dan berkembang. Adapun seseorang itu zakā, berarti orang itu baik (Qardhawy, 2004:35). Lafal zakat secara bahasa dapat bermakna nama` (berkembang) dan taṭhīr (membersihkan). Adapun menurut istilah syarak adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan (al-Malibari, t.th:147). Al-Ghazy berpendapat, zakat adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu (al-Ghazy, t.th: 239).
Diksi produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “productive” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi, maksud dari zakat produktif diperuntukkan pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan (Rahman, 2014).
Oleh karena itu, hakikat zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008:64).

Dalam Hukum Islam, dikemukakan beberapa pendapat terkait zakat produktif, antara lain, Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah (Ma‘ruf Abdullah, 2015:69).
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh KH. Sahal Mahfudz, bahwa pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para mustahik. Dikatakan oleh K.H. Sahal Makhfudz, bahwa pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need apporoach) karena zakat sendiri disamping bermakna ‘ubudiyah (eskatologis) juga bermakna sosial. Karena, zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Zakat merupakan media (wasa’il) yang disediakan Islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat (Ma'ruf Abdullah, 2015:69). 
Praktik zakat produktif yang digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, yang mana Rasulullah memberikan dana zakat kepada shahabatnya untuk modal usaha. (Majelis Penulis, Majelis Ukhuwah Penulis Bersyariah, 28 Februari 2011).  Sebagaimana hadiṡ yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah Saw memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khaṭṭab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda; 
 “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” HR Muslim.
Kemudian, pada dasarnya semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap hamba-Nya, dapat dipastikan memiliki unsur maṣlahah baik ketetapan tersebut berupa perintah atau larangan. Sebab, semua perintah dan larangan Allah bagi manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak (Syarifuddin, 2008:366). Demikian juga, konsep maṣlahah dapat diterapkan dalam zakat produktif. Artinya zakat produktif mengandung kemaslatan yang sesuai dengan tujuan syara’, ditujukan untuk kepentingan umum serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ḍaruriyah dalam hal ini manusia diwajibkan untuk mencari rezeki. Ketika zakat dipandang sebagai ibadah sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer (maṣlahah ḍaruriyah) fakir miskin lain dengan cara yang produktif yakni memberdayakan kwalitas manusia dalam bidang ekonomi, maka mereka sendiri bisa memenuhi kebutuhan sekunder (maṣlahah hajiyah) dan kebutuhan tersier (maṣlahah tahsiniyah).
Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, sebagai upaya untuk mendalami fakta yang terkait dengan variabel penelitian berikut aspek yang melingkupinya. Adapun jenis penelitian ini berupa penggabungan studi lapangan dengan studi pustaka. Studi lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data terkait praktik zakat produktif di LAZISMU, sedangkan studi pustaka ditujukan untuk mendapatkan data terkait perspektif Hukum Islam terhadap praktik tersebut. 

Data terkait studi lapangan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara oleh peneliti sebagai instrument penelitian kepada pihak pengelola zakat produktif di LAZISMU sebagai sumber primer. Disamping itu, data terkait studi pustaka didapatkan dengan memakai teknik dokumentasi dari referensi-referensi tentang Fiqh terlebih terkait Fiqh Zakat sebagai sumber primer. Data yang terkumpul kemudian peneliti lakukan analisis data dengan metode kualitatif, sebagai upaya untuk mengorganisasikan data tersebut sehingga menjadi mudah untuk dibaca dan kemudian ditafsiri dalam rangkan menyusun kerangka hipotesis yang jelas (Azwar, 2010:123).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada penelusuran dan penelisikan yang peneliti lakukan di LAZISMU Jepara, terkait pelaksanaan zakat produktif dapat peneliti paparkan tiga aspek:

Pertama, aspek pendanaan. Pelaksanaan program-program yang dijalankan LAZISMU Jepara tentunya dana yang digunakan adalah dana yang terkumpul dari muzakki dan donatur lainnya baik berupa zakat, infaq maupun shadaqah. Akan tetapi pelaksanaan program yang bersifat produktif dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama (KUB), berasal dari dana zakat yang mana kadar pendistribusiannya disesuaikan dengan skala prioritas. 

Perolehan dana zakat yang digunakan untuk zakat produktif berasal dari bagian zakat untuk golongan miskin yang dikelola oleh LAZISMU Jepara dan didistribusikan untuk golongan miskin juga dengan sistem pinjaman yang nantinya dikembalikan melalui instansi keuangan. Muzakki maupun donatur yang mentasarufkan hartanya untuk zakat, infaq maupun shadaqah di LAZISMU Jepara maupun kantor layanan cabang Muhammadiyah yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Jepara tersebut tidak terpusat kepada masyarakat Muhammadiyah saja, bahkan masyarakat di luar Muhammadiyah dapat menyalurkan zakatnya di lembaga tersebut. Kantor layanan LAZISMU cabang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di kota Jepara yaitu Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Mlonggo, Pakis Aji, Jepara, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Batealit, Kalinyamatan, Mayong, Welahan, Nalumsari dan Karimunjawa. 

Menurut Bapak Nur Kholis, LAZISMU Jepara mempunyai waktu-waktu khusus untuk mengumpulkan dana zakat dari para muzakki, yaitu pada bulan Sya’ban, Ramaḍan, Syawwal, Żul Qo’dah, dan Żul Hijjah. Namun, paling banyak muzakki menyalurkan zakatnya pada bulan Ramaḍan. Hal tersebut dilakukan oleh lembaga mengingat syarat wajib mengeluarkan zakat diantaranya ialah mencapai nishab dan satu tahun, dikarenakan juga untuk mempermudah pencatatan dan penghitungan harta muzakki. Akan tetapi setiap waktu ketika terdapat muzakki/donatur yang hendak melakukan zakat, infaq maupun shadaqah, maka LAZISMU Jepara siap memberikan pelayanan, baik harta tersebut diberikan/diantarkan sendiri oleh muzakki  ataupun dijemput dari lembaga (Kholis, 2017).

Dalam menjalankan praktik zakat produktif, LAZISMU Jepara juga bekerjasama dengan instansi keuangan (BMT maupun KSP)
 yang ditunjuk oleh lembaga amil zakat itu sendiri. Instansi keuangan tersebut sebagai operator pengelola dana zakat yang disediakan LAZISMU untuk modal suatu usaha yang dijalankan oleh mustahiq penerima dana zakat.
Kedua, penerima zakat. Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa penerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang mempunyai hutang, sabilillah dan ibnu sabil. Hal tersebut juga dijadikan sebagai dasar oleh LAZISMU Jepara dalam menyalurkan dana zakat. Namun mengenai pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif, LAZISMU Jepara fokus kepada golongan miskin sedangkan yang bersifat konsumtif ditujukan kepada golongan faqir, hal tersebut dilakukan mengingat kondisi golongan faqir memang tidak memiliki harta serta pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan golongan miskin memiliki pekerjaan namun penghasilannya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer), sehingga membutuhkan bantuan modal (Kholis, 2017).

Ketiga, aspek sistem distribusi. Dalam pendistribusian pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif yang dilaksanakan LAZISMU Jepara dengan instansi keuangan yang ditunjuk, menerapkan sistem qorḍul hasan dengan skema revolving fund (dana bergulir) dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Muzakki menyalurkan dana zakatnya kepada LAZISMU Jepara baik dijemput atau diantarkan sendiri dengan bukti serah terima/kwitansi dari LAZISMU Jepara.

b. LAZISMU Jepara dan BMT/KSP yang terkait memilih mustahiq yang direkomendasikan dari kantor layanan cabang Muhammadiyah di beberapa kecamatan Jepara.

c. LAZISMU Jepara dan BMT/KSP terkait menyalurkan dana zakat kepada mustahiq untuk dijadikan sebagai modal atau pengembangan usaha

d. Mustahiq dapat mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan nominal dan kemampuan.

e. LAZISMU Jepara dan BMT/KSP terkait menerima kembali modal dari mustahiq (pelaku praktik zakat produktif).

f. LAZISMU Jepara dan BMT/KSP terkait memilih/menyeleksi mustahiq kemudian  diberikan dengan sistem pinjaman dana zakat untuk modal dan pengembangan usaha, begitu seterusnya. 

Mengenai penyeleksian mustahiq dalam program ini perlu dilakukan, sesuai dengan ketentuan syari’ah, prioritas dan kebijakan lembaga berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi mustahiq maupun aspek produksi/garapan supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap dana zakat, mengingat sumber daya dan dana dari lembaga terbatas (Ridwan, 2013:135). Dan tujuan akhir dari adanya program tersebut menjadikan mustahiq mengubah taraf hidupnya menjadi muzakki, mengubah pola hidup masyarakat miskin yang konsumtif menjadi produktif.

Di samping memberikan bantuan modal, keterampilan dan juga pendampingan, LAZISMU juga sebagai personal guarantee yakni menjamin tagihan bulanan mustahiq kepada instansi keuangan/BMT terkait, ketika mustahiq (penerima bantuan modal bergulir) tidak dapat mengembalikan modal, karena hal tersebut sudah menjadi hak si mustahiq (Kholis, 2017).

Pelaksanaan praktik zakat produktif telah diatur dalam pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, yang pada intinya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan pendayagunaan tersebut dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 
Dalam sistem ekonomi Islam, pengaruh zakat sangatlah besar khususnya terhadap penawaran yang dapat dilihat dari dua sisi; pertama, pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, yakni zakat perniagaan (zakat yang dikenakan kepada hasil produksi). Apabia hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah mencapai nishab (setara dengan 96 gram emas) dan haul (satu tahun), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Menurut Adiwarman Karim (Nasution dkk, 2006:96) pengenaan zakat perniagaan tidak berpengaruh terhadap kurva penawaran, justru ketika seorang produsen memaksimalkan keuntungannya, pada waktu yang bersamaan orang tersebut juga memaksimalkan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Kedua, pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dialokasikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman (qarḍul hasan) untuk kegiatan produktif tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai kegiatan produksi. Sehingga mustahik dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif atas dukungan dari dana zakat produktif (Nasution dkk., 2006:95-96).
Oleh karena itu, LAZISMU Jepara membentuk program Kelompok Usaha Bersama (KUB), dengan maksud para mustahiq memiliki tempat pemasaran untuk menawarkan barang/jasa dari hasil produksinya kepada pelaku usaha lain dalam kelompok tersebut sehingga saling memuaskan kebutuhan ekonomi. 
Praktik zakat produktif ini, LAZISMU Jepara yang dibantu oleh intansi keuangan/institusi administrasi (BMT Fastabiq) selain bertugas untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah juga berperan sebagai penyedia bantuan modal bergulir yang dikelola oleh BMT tersebut, sehingga secara otomatis peran BMT adalah sebagai amil dan pelaksana kebijakan fiskal.
Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Muhammadiyah adalah salah satu instansi yang bertugas mengelola dana zakat dengan merealisasikan pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi Islam dalam memanfaatkan dana zakat yang didistribusikan bagi mustahiq (miskin kurang mampu) dalam bentuk pinjaman modal uang untuk kegiatan yang bersifat produktif, secara istilah dinamakan dengan zakat produktif.
Sebagaimana pasal 25 dan 26 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya, zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
Salah satu dari unsur produksi dalam kajian ekonomi adalah pekerjaan, yang tercermin dalam bentuk tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang untuk kegiatan produksi (Al-Jaribi, 2006: 90). Dan untuk mewujudkan suatu pekerjaan, salah satunya dibutuhkan suatu modal. Modal (capital) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal  dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, modal tetap (fixed capital), yaitu berupa benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi subtansinya tidak berkurang. Misalnya, berupa mesin atau gedung dan lain-lainnya. Kedua, modal yang bersirkulasi (circulating capital), yaitu benda-benda yang ketika dinikmati manfaatnya, subtansinya juga hilang. Misalnya, berupa bahan baku, uang dan lain-lain (Nasution dkk., 2006:253)

Dalam ekonomi Islam, modal uang bisa menjadi saham dalam produksi sesuai salah satu sistem berikut ini; Pertama, musyarakah atau Muḍarabah, yaitu bila pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang akan mengelolanya dalam kegiatan produksi, dan mendapatkan persentase dari hasil produksi tersebut. Kedua, Qorḍul Hasan, yaitu bila pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang yang akan menggunakannya dalam kegiatan produksi (Al-Jaribi, 2006:102).
Sistem yang diterapkan oleh LAZISMU Jepara beserta BMT/KSP terkait dalam pendistribusian dana zakat mengunakan modal uang yakni pinjaman tanggung renteng atau dana bergulir tanpa jaminan (agunan) dan tanpa bunga (qarḍul hasan). Dikarenakan dalam Islam (Nasution dkk., 2006:254) uang itu bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan, hanya sebagai alat tukar saja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaku praktik zakat produktif (mustahiq) yang tergabung dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk oleh LAZISMU Jepara, mereka mengembalikan pinjaman modal dengan jumlah yang sama (miṡl) dengan tanpa adanya agunan sebelumnya dan bunga melalui intansi keuangan (BMT/KSP) terkait.
Ulama kontemporer berpendapat bahwasanya pendistribusian dana zakat dengan sistem qarḍul hasan/pinjaman diperbolehkan berdasarkan istinbaṭ mereka menggunakan dalil qiyas jali
. Dalam al-Qur’an saat menyebutkan asnaf yang berhak menerima zakat, menggunakan huruf lām yang berarti littamlik (untuk kepemilikan), namun dalam ilmu fikih, kepemilikan tidak selamanya berarti tamlīkul ‘ain (kepemilikan benda), namun juga dalam bentuk tamlīkul manfa’ah (kepemilikan manfaat). Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda; “Makanan dua orang (lebih baik) jika mencukupi tiga orang, dan makanan tiga orang (lebih baik) jika mencukupi empat orang”. (Pernyataan Dr HM Yusuf Siddik MA (Dewan Syari’ah LAZNAS BSM Jakarta) pada dialog Ramadhan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM), 25 Juli 2014, 03:26 WIB).
Sistem pinjaman ini tidak dibenarkan untuk muzakki, mereka hanya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang diperbolehkan melaksanakan sistem tersebut adalah lembaga zakat, dengan syarat dana zakat yang dipinjamkan tersebut bukan untuk kebutuhan konsumsi, melainkan untuk investasi atau modal usaha sehingga si peminjam termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak supaya mampu mengembalikan pinjamannya. Kemudian jika peminjam tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut. (Pernyataan Dr HM Yusuf Siddik MA (Dewan Syari’ah LAZNAS BSM Jakarta) pada dialog Ramadhan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM), 25 Juli 2014, 03:26 WIB). 
Mengenai jumlah dana zakat yang diterima oleh mustahiq untuk modal pengembangan usaha tersebut tidak sama (setiap individu dalam KUB dan setiap KUB dengan KUB yang lain). Artinya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha produktifnya. Sebagai instansi/lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, LAZISMU Jepara dan instansi keuangan yang terkait menjalankan praktik zakat produktif tersebut benar-benar bersifat ibadah/tabarru’ yaitu menolong masyarakat miskin kurang mampu untuk mensejahterakan kehidupan mereka. 
Mustahiq yang menerima bantuan modal dari LAZISMU Jepara tidak serta-merta menggunakan pinjaman dana bergulir dari dana zakat tersebut sesuka hati tanpa adanya tanggung jawab. Artinya, mustahiq tersebut selain mendapat bantuan modal, juga diberikan pendampingan dalam menjalankan usaha supaya pemanfaatan dana zakat itu nyata.Adapun memberikan pinjaman dengan tujuan mendapatkan imbalan yang ditentukan atau pengembaliannya melebihi pokonya, maka hal tersebut termasuk riba
 yang diharamkan dalam syari’ah (Al-Jaribi, 2006:104) dan harus dijauhkan dari interaksi ekonomi masyarakat. Adapun larangan riba terdapat surat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Adapun zakat merupakan instrumen strategis yang dapat membantu merealisasikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Chamid, 2010:325). Dan harapan akhir dari pendistribusian zakat produktif ini ialah status mustahiq dapat menjadi muzakki, sehingga keberadaan muzakki dapat meningkat dan pendistribusian bersekala besar.
Kesimpulan

Kajian ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan praktik zakat produktif oleh LAZISMU Jepara yang dibantu oleh BMT Fastabiq dengan menerapkan sistem qarḍul hasan (hal tersebut hukumnya boleh) yakni pinjaman modal dana bergulir kepada mustahiq dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan jumlah modal yang berbeda berdasarkan skala prioritas. Dalam praktik tersebut mustahiq mengembalikan jumlah modal itu sesuai atau sama dengan jumlah awal yang diberikan tanpa adanya bunga. Dan ketika mustahiq tidak dapat mengembalikan pinjaman modal tersebut, maka selain menjadi penyedia dana zakat, LAZISMU Jepara juga yang menanggung pinjaman itu. 
Kemudian, pandangan hukum Islam mengenai zakat produktif sebagai sistem ekonomi Islam sangatlah berpengaruh besar dan membawa kemashlahatan bagi ekonomi umat yang masih lemah. Untuk itu zakat yang dialokasikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman (qarḍul hasan) untuk kegiatan produktif tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai kegiatan produksi. Sehingga mustahik dapat menawarkan barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif atas dukungan dari dana zakat produktif. Sedangkan dalam praktik zakat produktif ini bentuk modal yang diberikan adalah uang tunai. Uang itu bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan, hanya sebagai alat tukar.
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� Sesuai pasal 6 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwasanya BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dijelaskan bahwasanya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. 


� Melalui rekomendasi LAZISMU Jepara, penyusun juga melakukan penelitian di salah satu instansi keuangan yang berkerjasama dengan LAZISMU Jepara dalam menjalankan praktik zakat produktif ialah BMT Fastabiq (Kantor Pusat) di Jl. Bawu-Batealit Km.07 Jepara 59461 Telp. 0291 3411640


� Qiyas jali dinamakan juga dengan qiyas min babi al-aula, yaitu menganalogikan hukum yang belum ada dalilnya secara tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari al-Qur’an atau Sunah atau Ijma’, di mana hukum yang belum ada dalilnya justru lebih utama atau lebih kuat dibandingkan hukum yang sudah ada dalilnya.


� Riba menurut syara’ ialah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat kesamaan menurut timbangan syara’ pada waktu terjadinya akad, atau disertai mengakhiri saling tukar-menukar atau hanya salah satunya (Sunarto, 1991, hal. 338) atau tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara baṭil (Chamid, 2010, hal. 223)
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